Menimbang

BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA y

o

BUPATI SUMBA TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat

(1) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala
Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama DPRD
pada tanggal 20 bulan Nopember Tahun 2021 ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

L7

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan,
Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4972),sebagaimana  telah  diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksaan Tugas Wewenang serta kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Nusa
Tenggara Timur;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan
Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42| Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
:.:2::2: ’I:;a aiara :va;uasi Rancangan Pe.raturan Daerah
e gier&rtl en aiatzrll dan Belanja Daerah dan
s Ana uaran > e(;; a Daerah Daera.h tentang
sebagaimana teliiar:;‘n e .Daerah

: iubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang, Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peratuaran Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,dan Tertib Administrasi
Pengajuan,Penyaluran,dan  Laporan  Pertangungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Folitik;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

24.Keputusan Gubernur NTT Nomor B.KEUDA.900.990/275
Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi NTT;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010
Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Timur Nomor 181)1\
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(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.0,00 (Nol)

(4) Lain-Lain Penda;lsatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp.35.056.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus
Ribu Rupiah).

Pasal 7
Abgraror URCENS paTae Ta}?un Anggaran 2021 direncanakan sebesar
RP-1-121-204'186'573'00 ( Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus
Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga
Rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja Operasional;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp.776.083.634.396,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam

Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus
Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja barang dan Jasa,
c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.415.363.639.972,00 ( Empat Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus

Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.309.806.078.424,00 ( Tiga Ratus Sembilan Milyar

Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh
Empat Rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.0,00 ( Nol).

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.0,00 ('Nol).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) huruf e direncanakan
sebesar Rp.39.519.916.000,00 ( Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan
Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) L
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Pasal 10

Angearan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakar sebcsgr Rp.10.547.566.603,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat
puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah)
yang terdiri atas belanja tidak terduga, :

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp.194.822.810.298,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat
Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua
Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil;dan
b. Belanja Bantuan Keuangan;

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan
sebesar Rp.1.631.270.298,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua
Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana ,dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.193.191.540.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga
Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu

Rupiah),
Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.(8.269.508.647,00) (Minus Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puiuh Sembilan Juta
Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujs1h Rupiah),yang terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
a direncanakan sebesar Rp.5.730.491.353,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga
Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga
Rupiah),yang terdiri atas :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ;

b. Pencairan dana Cadangan; :

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana di
maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.730.491.353,00 (Lima
Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh yuta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga
Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).r/
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